
BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PER.IAI,ANAN DINAS BAGI PE.IABAT NEGARA, PAIABAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TEtrAP DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2O2L

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran
pemerintah daerah Becara efisien, efektif dan tepat sasaran,
maka dipandang perlu melakukan pengattran perjalanan dinas
jabatan;

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas
dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Biak Numfor, maka pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor berhak
melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan Kedudukan
Protokoler dan Keuangan bagi unsur Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak
Numfor;

bahwa pembiayaa perjalan dinas harrs sesuai dengan
kebutuhan nyata dan memenuhi ketentuan pengelolaan
keuangan negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bag Pejabat Negara,
Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap
Di Lingkungan Pemerintah I(abupaten Biak Numfor Tahun
202,

Undang- Undang Nomor 12 Tatrun 1969 tentang Pembenhrkan
Propinsi Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (kmbaran Negara Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Irmbaran Negara Nomor 29071;

b.

c.

Mengingat : t.

d.
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3.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kompsi,
Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O0l Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOL tentang Otonomi
Khusus Bagr Provinsi Papua (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO8 tentang
Penempatan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2l
Tahun 2OO 1 tentang Otonomi Khusus Bag Provinsi Papua
menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor t22, Txnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a88a\
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor l97l;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aao0);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4.

5.

7.

8.

9. Undang-Undang ......
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9.

10.

11.

t2.

13.

t4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a00);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OI9 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2}ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398h

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AL4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahua 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi
Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind,onesia Nomor 3a6);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2OL9 (Covid-l9) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45791 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

15.

16.
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oos tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20os
Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan kinerja Instansi pemerintah (kmbalan I.i"g**
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5g5);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2oor tentang
Pembagian urusan pemerintahan Antara pemerintah]
Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun2oor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aTSTl;

2o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik fndonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5165);

2l- Peratrrran Pemerintah Nomor lg rahun 2ot6 tentang perangkat
Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tihun ioto
Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olr tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLT
Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5Oa1);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2o1g tentang Standar
Pelayanan Minimal (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oL8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178!,;

24. Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2o1g tentang pinjaman
Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun- 2olg
Nomor 248, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 62791;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2oLg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Repubt[
Indonesian Tahun 2olg Nomor 42, Tambahan trmuaran N"g"r"
Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Datam
Negeri Nomor 2l rahun 2olr tentang perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310);
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2oLg tentang
Penerapan standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol3 Nomor La25l;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2o1s tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republif
Indonesia Tahun 2or5 Nomor 20g6l sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Lzo rahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2018 Tentang pembentukan produk Hukum
Daerah (Berita Negara Tahun 2Ol8 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2oll tentang Pedoman pemberian Hibah dan
Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL6
Nomor 5a1);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7o Tahun 2otg tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Repubti[
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 111a);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2o2o tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2o2L (Berita Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 888);

32. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2o2o rentang Pedoman Teknis pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 1781);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2Ot6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2Ol8 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor I Tahun
2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2OL9-2O23 (Iembaran
Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2O2O l;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor I Tahun
2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2O2L (Iembaran
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2O2l Nomor 1);

36. Perahrran Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2O2L tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
Ihbupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2O2L Nomor l).Daerah
I(abupaten Biak Numfor Tahun 2A2O Nomor L);
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MEMUTUSI(AN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJAI,ANAN DINAS BAGIPF^IABAT NEGARA, PE^IABAT DAERAH,__ APARATUR SIPILNEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2O2I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalatr Daerah Kabupaten Biak Numfor ;

2' Permerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4' sekretaris- Daerah yang selanjutnya disingkat sekda adalah sekretarisDaerah kabupaten Biah Numfor;
5' Kehra dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnyaorganisasi Perangkat Daerah yang sehnjutnya disebut bpp ia"r.nOrganisasi Perangkat D":r* selanjutnya disebut opD adalah per"gtat

Daerah pada Pemerintah Daerah lehi<u pengguna anggarurn/pengsf,ina
barang.

6' Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
dalam undang;undang Nomor 5 Tahun zbt+,r]r*s epirattrr sipil Negara
yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten niat Numfor; ' e '

7. Pejabat Negara adalah Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor;
8. Pejabat Daerah adalah Unsur pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor;
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OpD adalah

Organisasi Perangkat Daeryfr selanjutnya disebut OPD adalah perangkat
paerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaranTpenggfrna
barang.

10. Pegawai fidak TetaP adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina
Kepegawaian -unhrk jangka waktu tertentu g,rrr" *"t"L*rakan hrgas
pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional j"r,
administrasi sestrai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam
rangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan se-bagai pegawai
Negeri;

I l. Pejabat Pembina Pegawai adalah Bupati Biak Numfor.
12. Pejabat berwenang memerintah perjalan dinas adalah Bupati, Sekretaris

Daeratr dan.-Kepala Organisasi Perangkat Daeratr (OPD), tCet p" Bagran,
Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabuplten
Biak Numfor;

1A [r^-:^1^-^-
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13' Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baikperorangan maupun secara bersama baik dalam daerah taUupaten tiit^lainnya, dalam Provinsi Papua maupun luar Provinsi papua yang dilakukandi dalam wilayah Negara Kesatuan'Republik Indonesia-untuk kepentingannegara dan ralryat atas perintah p"iau"t yang berwenang memerintah,termasuk perjalanan dari tempa.t t<iauautan "t" l"r"p"t meninggalkanIndonesia untuk bertolak 
1.. -t "ir Negeri dan dari i"mp;[ tiba di Indonesiadari luar negeri ke tempat keduduk""I

14 ' Perjalanan Dinas Jabatan .adalah Perjalanan Dinas melewati batas kotadan/atau dalam kota dari tempat trara.ruo ke tempat yang dituju,melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalamnegeri;

15' sistem lumpsumadalah pembayaran yang dilakukan dengan membayarkanjumlah besar sekaligus di muka r""*ri kontan .rirui menghitungkan
berbagai macam pengeluaran yang dibutuhkan;

16' Sistem at-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan buktipengeluaran yang sah;
L7 ' Uang harian perjalanan dinas 4+h penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat-Negara/Aparatur sipil rvigaraJanggota iotri/,iNt/pihak L"aindalam menjalankan perintah perjal"rr*nbirras dfialam negeri;
18' Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SppD adalahsurat perinlh kepada pejabat negara, pe3auaf d.aerah, Aparatur sipl

Negara dan Pegawai tidak tetap untul metaiutan perjalanan dinas.
19. wilayah Jabatan adarah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
20' Tempat kedudukan adalah tempat dimana instansi atau unit kerja berada;
21. Tempat bertolak adalah tempat atau kabupaten tempat/kabupaten/kota

melanjutkan perjalanan dinas ke tempat hrjuan;
22. Tempat tujuan adalah tempat atau kabupaten/kota yang menjadi tujuan

perjalanan dinas;
23. Perangkat Daerah adatah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah

selalm Pengguna Anggaran/Pengguna Barang termasuk Unit pelaksanaan
Teknis Daerah dan Sekolah;

24. wqiib pajak .afalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungu_t, pajak, yang mempunyai hak dan t"*4iirrn
perp4iakan sesuai dengan Ketentuan Peratuian Perundang-Unda;gan
Daerah.

Pasal 2

(1) Standar Pejaba! Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pegawai
Tidak Tetap akan melaksanakan perjalan dinas fi"rus-terlebih aafrutu
mendapat perseh.liuan dan perintah atasannya secara be{enjang dalam
organisasinya;

(21 lejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparahrr Sipil Negara dan pegawai Tidak
Tetap yang akan melaksanakan perjalanan di luar dari tugas kedinasan dan
atau tidak terkait dengan kepentingan kedinasan, pembiayaannya tidak
dibebankan pada anggaran negara atau daerah dan menjaaiUeUari pribadi
nfnrr aroanisqai rrqrro manrrcacl-o- rrq#"l- *-l^l--r-^- ----:-r-- ^--
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BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dalam menjalankan tugaskedinasan.dari tempat kedudukr" r." tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula;

li,,2l Pedalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (r) meliputi :

a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas dalam n_egeri merupakan perjala.nan dinas yang dilakukandi dalam wilayah Negara Kesatuan R-epublik rrraorre"ia, ;""
l;,21 Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari :

a. Perjalanan dinas luar daerah provinsi papua;
b. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi papua; danc. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 5

Per"ialanan dinas luar negeri merupakan pedalanan dinas yang dilakukan dalammelaksanakan tugas dinas di luar wilayah Indonesia, mutii dari t"Uup"t"r,keberangkatan ke kabupaten tujuan di iuar negeri dan mulai dari kaUupaten
sernula.

Pasal 6

(lt) Pedalanan dinas dilakukan secara perorangan dan atau secara
tim/rombongan;

(21) Dalam hal perjalanan dinas secara tim/rombong€rn untuk melaksanakan
suatu kegiatan tertentu, pengaturan biaya perjalanan dinas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN TINGKAT PER.IALANAN DINAS

Pasal 7

t1) Perjalanan dinas dapat digolongkan menurut tingkatan jabatan, tugas dan
tanggungiawab sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

(21 Penggolongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
terdiri atas 6 (enam) tingkat yaitu :
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Tingkat A untuk Bupati, wakil Bupati dan unsur pimpinan DewanPerwakilan Ralryat Daerah (DpRD);

Tingkat B unhrk sekretaris Daerah dan Anggota Dewan perwakilan
Ralryat Daerah (DpRD);

Tingkat c untyf Kepala organisasi perangkat Daerah (opD) atauPejabat Eselon II.b;
Tingkat D untuk golongan IV;
Tingkat E untuk golongan III;
Tingkat F untuk pegawai Negeri Sipil golongan II; dan
Tingkat G untuk pegawai Negeri sipil gorongan I dan pegawai TidakTetap.

c.

d.

e.

f.

g.

BAB IV

Pasal 8

(1) Pejabat yang berwenang memberi perintah untuk melakukan perjalanandinas 
"9"1+ Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DpRD),

Sekretaris D3"14. Pimpinan Organisasi Perangkat Oaerat (OpD),'X"p.t"
Distrik, Kepala Kelurahan, Kepala Sekolah aan fepat" n 

"t""mas; 
" - !

(21 Pejabat yang berwenang memberi perintah sebagaimana dimaksud ayat (t)harus menetapkan Surat Perintah T\rgas tJpO dan Surat perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) lcepada Pejabat N"grra, Pejabat Daerah, Aparatur
Sipit Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pedalanan dinasjabatan;

(3) Dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) harus dilakukan lg""ri berjenjang sesuai dengan
kewenangan dan tanggungiawabnya sebagai berikut :

a. Bupati untuk perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris
Daerah serta pejabat daerah lain sesuai dengan kewenangannya ;

b. Sekretaris Dewan atas nama Bupati untuk perjalanan dinas Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk perjalanan dinas bagi
Pimpinan 

_ -aql - 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyai Daerah (DpRDJ,

Aparatur sipil Negara dan pegawai ridak retap di fi;gkurrgrrryj
c. Sekretaris Daeratr atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagpejabt negara' pejabat daerah, Aparatur Sipii Negara dan pegawai

Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupatin Biak Numfor; dari
d. Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Bupati unhrk

perjalanan dinas bag. Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Nigara dan
Pegawai Tidak Tetap yang ada di linglinrngan organisasinya-maupun
diluar organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

-

Pasal 9

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan
kemlmpuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kipentingan
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Pasal 10

(U Dalam hal pejabat E$ -benr'-enang akan melakr,rkan perjalan dinas, suratPerintah Tugas (sPT) aan surai perintah p;rj.Ia,,;;'' Dirr., (sppD) ditandatangani oleh :

a' Atasan langsungnya sepenjillg pejabat yang berwenang satu tempatkedudukan dengan atasan tirrgEu'rr&r1; dan
b' Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabattersebut merupakan pejabat tertinggi pada t"ili"t ["a"a"r."" p"j"[r,yang bersangk,tan dan /atau seteilh memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

(21 Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan 
- 
pejabat yang bersangk,tansebagaimana dimaksud arat (U hunrf b adatah-e.rp"d a"n Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daeratr- (Dphb) rabupaten Biak Numfor.

BAB III

BIAYA PER-IAI,ANAN DINAS

Paragraf Pertama Alokasi dan Sumber Biaya

Pasal 11

(1) Seluruh biaya perjalanan dinas hartrs dialokasikan dalam dokumenanggaran organisasi Perangkat Daerah (oPD) dan unit kerja il"i"g-masing;

(21 Ketersediaan alokasi biaya perjalanan dinas harus memperttimbangkan
}t"ry.*puan plafon anggarar Oiganisasi Perangkat Daerah 1OfOl aan-unit
kerja yang bersangkutan; dan

(3) Alokasi biaya perjalanan dinas harus mengedepankan prinsip elisien danefektif, sehingga perlu menghihrng secara cerrnat dan teliti aias frehrensi
atau volume perjalanan dinas dan jumlah orang yang melakukan perjafanan
dinas dalam satu tahun anggaran.

Pasal 12

(1) Sumber biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran organisasi
Perangkat Daerah (OPD) masing-masing; dan

(21 Biaya perjalanan dinas dapat dibebankan kepada Sekretariat Daerah atau
Organisasi Perangkat Daera! (OPD) yang lain atau unit kerja yang lain,
apabila ditenhrkan lain sesuai kebuhrhan perjalanan dinas UeriangruLn.

Paragraf Kedua

Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 13

(1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daeratr Provinsi Papua terdiri dari :
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li,2l

a. uang harian yang metiputi uang makan, uang saku dan uang transportlokal;

b' Biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uangtransportasi laut, uang traniportaii kereti api, airport t21( sertatransportasi darat dari rumah ke bandara/ p.r"u"t 
"lrTstasiun 

dansebaliknya;

c' 
SH 

pengrnapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya;

d. Biaya representasi.

Komponen biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam provinsi papua
meliputi :

a' uang harian meliputi uang makan, uang saku dan uagg transportasilokal;

b' Biaya transportasi pegawai yang meliputi ua1g transportasi udara, uangtransportasi laut, uang transportasi darat, 
"irport 

t * r"rt tralsportasi
darat dari rumah ke bandara/pelabuh arrlbniinar dan sebaliknyal

c' liaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya;
dan

d. Biaya representasi.

Komponen biaya peddanan dinas atas biaya representasi sebagaimana
{imaksud pada gvat (l) dgn ayat (2) diberikan unhrk Bupati, wakil-Bupad,
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rarqyat D.Jrh' inpnot serta
Pejabat Eselon II sesuai Ketentuan yang berlaku.
Khu-sus biaya perjalanan dinas luar daerah datam provinsi papua yangtidak menggunakan transportasi udara dan transportasi laut, tetapi
menggunakan transportasi darat diberikan uang 

""L,r, 
uang transportasi

lokal dan uang penginapan.

Pasal 14

(1) Komponen 
-liaya perjalanan dinas Dalam Daerah di wilayah Ikbupaten Biak

Numfor meliputi :

a. Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam
diberikan uang transportasi lokal; dan

b. Perjalanan dinas di dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam
diberikan uanq harian yang meliputi uang saku, uang transporta.i tot t
dan uang penginapan.

(21 Dalam hal kury1g atau lebih dari s (delapan) jam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihihrng dari lamanya waktu jarak yang ditempuh dan atau
lamanya mengikuti kegiatan dalam perjalanan dinal Uersangt utarr.

Pasal 15

(U Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 terdiri dari :

(3)

(4)
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a. uang harian yang meliputi uang makan, uang sak, dan uangtransportasi lokal;

b' Biaya transportasi pegawai yanB meliputi uang transportasi udara, uangtransportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumahke bandara/pelabuhan dan sebaliknya; dan
c' Biaya penginapan ynag meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya.

(21 Komponen biaya sebagaimana dimaksud g"t* ayat (U bertak, sejakmelakukan perjatanan dinas dari tempat kedudukan sampai di tempattduan di luar negeri.
(3) Besaran komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (r) diberikandalam bentuk mata uang rupiah dengan menggun"k"" perhihrngan standarkurs mata uang dolar eri""iL seril<Jt (US St.

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas Pejablt Negara, Pejab3t laeratr, Aparahr sipil Negara(ASN), Pegawai fidak Tetap (pTT) aiberikan ,rrrtot selama-lamiry" 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

Pejabat Negara, Pejabat Daerah Aparatur sipil Negara dan pegawai Tidak Tetapyang melakukan perjalanan dinas melebihi jumhf, hari yang ditentukan dalamSurat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) karena diperintah"kan"mengik,ti kegiatanl}tt, -mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinae selama mengilnrti kegiataldimaksud sebagai berikut :

a' fada kabupalen yang sarna, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan
Fryp. uang BrT, bl"yl pengtnapan dan uang representasi selaila r"J"gtr."u
kegratan lain dimaksud; dan

b. fada kabupaten yang lain, maka dapat diberikan tambatran biaya perjalanan
berupa uang harian, uang penglnapan, uang representasi aan uang
teransportasi udara atau laut atau kereta api.

Pasal 18

Rincian besaran dana komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tersibut terdapat dahd hmpiran I dan II
yang tidak terpisahkan dari perahrran Bupati ini.

Paragraf Ketiga

Sistem dan Prosedur pembayaran

Pasal 19

(l) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan
sistem lumpsum dan pembayaran dengan sistem at-cost.
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(21 Pembayaran dengan sistem lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk komponen u€rng h"T* dan uang representasi dibayark"r, 
"."*lumpsum dan merupakan batas _terting5f_qidfia r"ngrung oleh pejabatatau Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Tidak Tetap i""s melaksanakanperjalanan dinas.

(3) Pembayaran dengan sistem at-cost sebagaimana di maksud pada ayat (1)unhrk komponen uang penginapan, ,arr! transportasi udara, trar,.po-rti"ilaut, transportasi darat, transportasi keieta 
"pi, airport tax, transportasi

darat dari dan atau ke bandara/pelabuhan /stasiun v."Ja1.1oru, j"rg*
cara:

a' Kompgngn uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalamhal pelaksala perjalanan dinas tiaat menggunaLan fasilitas hotel atautempat penginapan lainnya, kepada yang bEsangkutan diberit"" Ui"*pengrnapan sebesar 3Oo/o (tiga pututr plrsen) airi tarif hotel Oi totatempat tqiuan sesuai dengan tingkatan pehkiana perjalanan d.inas dandibayarkan secara lumpsum.
b' Komponen uang transportasi udara dan transportasi laut

dibayarkan / dibelikan langJung oleh bendahara pengeluaran organisasiPerangkat .laerah (oPD)/unit kerja pada ageL .ti" Eevel pelniuaran
tiket sesuai biaya riit;

c. Khusus _uatg transportasi darat dan transportasi kereta api disesuaikan
dengan kebutuhan riil dan kondisi pada *"t tu melakukan p".:.f**
dinas; dan

d. Kompone, -r*g airport ta:r, dan uang transport menuju ke dan ataudari bandara/pelabuhan/terminal/sLsiun kereta Lpi diberikan
langsung kepada pejaba! atau Aparatur Slptl Negara atau 

-pegawai 
Tidak

Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sefuai biaya riif.

Pasal 2O

(1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui carapembayaran sekaligus seluruh biaya perjalanan dinas dan ataupembayaran secara bertahap minimal 70% ltr4juh puluh persen) dari total
liaya perjalanan dinas, yang disesuaikan d:et gan'ketersldiaan dana kasOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat keberangkatan
melaksanakan perjalanan dinas.

(21 Dalam hal pembayaran sisa dana biaya perjalanan dinas sebesar 3O% (tiga
puluh persen-) dilakukan pada saat sedang melaksanakan perjalanan ainls
ataupun setelatr selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketersediaan
dana dan dibayarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran bagi komponen
pembiayaan ytrtg menggunakan sistem at-cost.

Pasal 21

(l) Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang
penginapan dan uang transportasi atau tiket, selisih antara lamanyi
perjalanan berdasarkan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SppD) denganbukti braya pengtnapan dan biaya tiket kebeiangkatan dan tiket' puh}g,
maka atas kelebihan tersebut wqiib disetor temUati kepada Uenaafrari
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ unit keria vans bersanctmtan setamhar_
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(21 Kelalaian yang menimbulkan kerugian negara/daerah atas ketentuan ayat(1), sepenuhnya menjadi tanggungrrawau feja!1t ;tau n"gu*.i Negeri sipilatau Pegawai Tidak Tetap yang metatut"r, p"4"tanan dinas.

BAB IV

PER"IALANAN DINAS LAIN

Pasal 22

selain pedalanan.-dinqs sebagaimana dimaksud pada pasal 4, juga termasukperjalanan yang dilakukan dalam hal :

a' Ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempatltKeououkan;

b' Dihamskan menglradap Mqiales- Penguji Kesehatan pegawai Negeri ataumenghadap dokter pengu-ii kesehatan i""g ditunjuk vLg beraia dil;tempat kedudukan, untuk mendapatkan sirat teLrangan- dokter tentangkesehatannya guna kepentingan jabatan tertentu;
c' Unhrk mendapa$T pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan

keputusan [Ej:tr_" Penguji Kgasehltan Pegawai ilegeri .t , ,rr.t keterangan
!9IPt bagr Pejabat Negara/Pejabat DaJrah/Ap*.td apil NegaraTeegaivaiTiq"k Tetap yang cedera atau sakit pada wakhr a"r atau karena
melaksanal(an tugas kedinasan; dan

d' ltgnjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah bagr pejabat Negara/
Pejabat Daerah/Agaratur Sipil Ne[arar/pegawai- Tidak Tetip Vang meniirggal
dunia karena dan/atau dalam melakukan perjalanan dinas-serta dalam atau
karena menjalankan tugas kedinasan

Pasal 23

(1) Keperluan perjalanan d"l"ry rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan
sebagaimana. dimaksud pada Pasal 22, srJlain diberikan biaya pi4.r""""
dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1O dan pasal r l, jiga di[;rik;
biaya pendidikan dan pelatihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan
lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

t2l Keperluan perjalanan dalam rangka pengobatan dan perawatan kesehatan
sebagaimana dimaJ<sud pada Pasal 22, selarn diberikan biaya perjalanan
sefoagaimana dimaksud pada Pasal 1O dan Pasal 11, juga aiU"rif.air biaya
pengobatan dan perawatan yang besarnya disesuaikan 

-dJngan 
kemampuin

keuangan daerah.

(3) Keperluan pedalanan dalam rangka menjemput/mengantar jenazah dapat
diberikan untuk 2 (dua) orang anggota keluarga, yani Uesarannya masing-
masing sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1O Oan pasal L l, 

""rLdiberikan biaya tambahan berupa pemetian, biaya angkutan dan
penjemputan jenazah yang besarnya disesuaikan dlngan -k"*"*pr"r,
keuangan daerah.
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BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

(1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat perintah perjalanan
Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut format
sebagaimana terdapat daram lampiran peraturan Bupati ini.

12) lejabat rylp berwenang hanya dapat menerbitkan surat perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) ultuk perjatanln dinas yang ui"y"rry" dibebankanpaqa anggaran yang tersedia pada brganisasi rerlnglai nr"i"t, (opD) .t""unit kerja lainnya.

(3) lgjabat rylg \rwenang dalam menerbitkan Surat perintah perjalanan
Dinas (SPPD) sekaligus menetapkan tingkat golongan p"4"trrr., dinas danalat transportasi yang digunakan untrk *"t"t"i""k""" perjalanan dinasyang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuanperjalanan dinas tersebut.

Pasal 25

(1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparahrr Sipit Negara, pegawai Tidak Tetapyang telah melakukan perjalanan dinas wajib *"rry"*--p.it 
"r, dokumen

perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintah dan ataupejabat pengguna a.nggaran untuk kepentingan pertanggungiawaban.
(21 Dolmmen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (l) terdiri dari

Surat Perintah_Ttrgas (SPT), Surat Perintah Pedalanan Oir.r [SnfOy, biaya
transportasi (tiket pesawat-atau kapal laut atau angkutan darat), Uoaraing
pas, airport ta:( dan bukti/kuitansi angkutan darat dari rumrh/pe"grrrrprt
ke bandara dan atau sebaliknya.

Pasal 26

(1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggr dan strategis, serta
melalmkan penghematan dengan mengurangi frelmensi, jumlah 6rang dan
lamanya perjalanan dinas.

(21 Pejabat yang berwenang dan pejabat atau pegawai yang melakukan
perjalanan dinas bertanggungiawab sepenuhnya 

- 

"t"" kerugian
negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan V."g
bersangkutan dalam hubungan dengan perjatanan dinas dimaksud.

(3) Dalam hal kesalahan, kelalaian dan kealpaan ss[ngaimana dimaksud pada
ayat (21dapat dikenakan tindakan berupa :

a. Tunhrtan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
yarry berlaku; dan

b. Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut
ketentuan yang berlaku.

(a) Pejabat ......
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(4) Pejabat yang berwenang memerintah perl'alanan dinas bertanggungjawabatas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkunganorganisasinya.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 27

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur sipil Negara, pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap ia""'kaliatau reuigi ,rrt.rtperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang L.r."m"arr.

Pasal 28

Ketentuan pedalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanandinas dalam negeri dan luar negeri yang dibiayai dari Anggaran pendapatan danBelaqia Daerah (APBD) Kabupaten giak Numfor.

BAB VI

PENUTUP

Penaturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

{sat setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah liabripaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 17 November 2O2l

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD

HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 17 November 2O2L

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD

MAIIKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2O2I NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan
H

NrP. 19730508 200112 t oo4



I.AMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR : 59TAHUN2O2r
TANGGAL : t7 NOVEMBER TAHUN 2021

A. STANDAR SATUAN HARGA PER^IALANAN DINAS DAI,AM NEGERI

1. UANG HARI"AN DAN BIAYA PENGINAPAN (PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEMLUMPf'UM)

NO. UR/IIAN JENTS PER.'AU\NAN

TINGTAT PER.'AIANAN DINAS
A B C D E F G

BUPATI/
WAKIL

BUPATI,
UNSUR

PIMPINAN
DPRD

ANGCTOTA DPRD,
SEKRBTARISI

DA"ERAH

KEPAIA OPD/
PEJABAT

ESEI'N II.b
GOI.ONGAN TV

Rp.2.200.(X)0,-

GOI.ONGAN TII GOI..oNGAN TI
GOLONGAN I

DAN PTT

1. II'AN DAINAf, PNOVrrir
PAP!'A

Rp.3.850.000,- Rp. 3.150.000,- Rp.2.550.000,- Rp. 1.950.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 1.350.000,-
U/TTG HARIAT Rp. r.850,000,- Rp. l.6sO.0OO,- Rp. 1.350.00O,- Rp. 1.2@.0OO,- Rp. l I5O.0OO,- Rp. 1.0fi).000,- Rp. 850.000,-- UANG SiIKU Rp. 850.000,- Rp. 6s0.000,- Rp. 550.000,- Rp. 500.000,- Rp. 450.0OO,- Rp. 40O.00O,- Rp. 350.000,-- U.ANG MAI(AN Rp. 4OO.OOO,- Rp. 50O,OOO,- Rp. 3oO.OOO,- Rp. 3OO.OOO,- Rp. 3OO.oOO,- Rp. 25O.0OO,- Rp. 25O.OOO,-

Rp. 600.@0,- Rp. 50O.0OO,- Rp. 500.000,- Rp. 40O.0O0,- Rp. 40O.00O,- Rp. 35O.Om,- Rp. 25O.000,-
BIAYA PENGINAPAN HARIAN Rp.2.0OO.00o,- Rp. 1.sOO.oOO,- Rp. 1.200.0OO,- Rp. I.oOO.OOO,- Rp. OO.oOO,- Rp. 7OO.0OO,- Rp. 5@.OOO,-

2. LU/UT DAIruI DII{I
PROII'IXBI PAPT'A

Rp.3.600.000.- Rp. 3.1fi).000,- Rp.2.450.0fi),- Rp.2.05O.Om,- Rp. 1.75O.oOO,- Rp. r.600.000,- Rp. 1.3o0.00O,-

UANG HARI,AN Rp. r.80O.00O,- Rp. I.60O.0OO; Rp. 1.450.0OO.- Rp. 1.200.00O.- Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000.- Rp. 70O.000,-
U/ING SAI(U Rp. 70O.00O,- Rp. 600.000,- Rp. 5OO.0OO,- Rp. 4OO.0OO,- Rp. 350.0OO,- Rp. 30O.00O,- Rp. 2O0.0oO,-
UATG MAKAN Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 4O0.0m,- Rp. 3O0.00O,- Rp. 30O.00O,- Rp. 2m.00O,-

BIAY.T PENGINAPAN HARIAN Rp. l.8OO.oOO,- Rp. r.soo.Ofi),- Rp. l.0OO.Ooo,- Rp. 85O.OOO,- Rp. 7SO.OOO,- Rp. 7OO.OOO,- Rp. 600.000.-

3. D/U4I DAEAAII
EAII'PA?EII
DMruXnarf,otaDAr
IAIODA

UANG HARTAN Rp. 800.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. .loo.o0o,- Rp. 300.0m,- Rp. 200.000,-
SEwl\ KENDARAAN TIM
(KOT/T KE DISTRIK} Rp.7@.O0O,-

DISTRIT IITDIDORI, IIAX
flIUN DATBIATUTATA Rp. 1.mo.000,- Rp. 9O0.mO,- Rp. 800.000,- Rp. 70O.00O,- Rp. 600.000,- Rp. 5OO.0OO,- Rp. 40O.O0O,-

SEWA, KENDARAAN TIM
(xorA KE DTSTRIK) Rp.800.0Oo,-

DI8MITBtAf BAIIT,
ltiDDt, YAlIOil, OnIDlI(
DAiWAnIA

UANG HARI^N Rp. 1.200.00O,- Rp. l.r0O.O0O,- Rp. I.0OO.OOO,- Rp. 9Oo.00O,- Rp. 80O.o0O,- Rp. 7OO.OO0,- Rp. 600.000,-
SEWA KENDAMANTIM
(KOTI. KE DISTRIK) Rp.90O.0OO,-

DI}Tf,IT SWAtrDtrl DA]l
IOIDEEAT
UANG HARIAN Rp.2.40O.00o,- Rp. 1.30O.O0O,- Rp. 1.20O.0O0,- Rp. 1.100.000,- Rp. 1.00O.0OO,- Rp. 9OO.0OO,- Rp. 8OO.0O0,-
SEWA KENDARAAN TIM
(KOTA. KE DISTRIKI Rp. T.OOO.OOO,-

DTtTruT PAD/ITDO

UANG HARTAN Rp. 8OO.OOO,- Rp. 70O.0OO,- Rp. 60O.00O,- Rp. 600.0()o,- Rp. 5OO.ooO,- Rp. 5oO.0Oo,- Rp. 40o.mo,-
BI,AYA PENGINAPAN HARI,AN Rp. 1.m0.m0,- Rp. Lm0.000,- Rp. 1.m0.0m,- Rp. 1.000.m0,- Rp. 1.00.000,- Rp. 1.0fl).000,- Rp. I.{X)O.O0O,-
SEWA KENDARAAN TTM
(KOTA KE DISTRIK) Rp.7.000.000,-

DIATNtr(fiIAiDO

UANG HARIAN Rp. 80O.0O0,- Rp. 700.0OO,- Rp. 6O0.Om,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 5(x).000,- Rp. ,+oo.ooo,-
BIAYA PEI{GINAPAN TIARTAN Rp. 1.00O.00O,- Rp. 1.00o.00O,- Rp. 1.0OO.000,- Rp. r.0OO.0OO,- Rp. r.O0O.0OO,- Rp. 1.00o.0oo,- Rp. 1.OOO.0@,-
SEWA KENDARAANTIM
(KOTA KE DISTRIN Rp.8.O00.OOO,-

DETnIl(;tilt'or flIlrn,
lIUIfOt lAnAt, OrlEfI,
POIEOI DAtr BI'IYADOBI

UANG HARIAN Rp.2.8{n.000,- Rp.2,5OO.OO0,- Rp.2.20O.0OO,- Rp.2.o0O.0OO,- Rp. 1.70O.00o,- Rp. l.5OO.0OO,- Rp. 1.30o.00O,-
- UANGSAKU Rp. 1.80O.00O,- Rp. 1.6m.0O0,- Rp. 1.400.fi)0,- Rp. 1.300.00o,- Rp. I.I0O.0OO,- Rp. 1.000.000,- Rp. 800.000,-
BI,AYA PENGINAPAN HARIAN Rp. 1.00.000,- Rp. 900.000,- Rp. 800.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.flD,- Rp. 500.0OO,- Rp. 50O.mO,-

. TRANSPORALOKAL



2. BIAYA TMNSPORTASI/TIKET (PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM
AT-COST

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD

HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

JENIS TRANSPORTASI
KETERANGANBUPATI/ WAKTL

BUPATI/UNSUR
PIMPINAN

DPRD/SEKRETARIS
DAEMH

ANGGOTA
DPRD/KEPAIA

OPD/PE.'ANAT ESEUN
u.b

OOIONCAN ry, UI, U, I
DAN PTT

SESUAJ HARGA
RIIL/KEMATAA

N

sesuai dengan asliffi
tud UEL RuMelrpuwl

19730508 200L12 7 004



I,AMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR : 59 TAHUN 2O2t
TANGGAL : 17 NOVEMBER TAHUN 2021

A. STANDAR SAruAN HARGA PER.IAIANAN DINAS LUAR NEGERI

3. UANG HARI,AN DAN BI.AYA PENGTNAPAN (PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN STSTEMLUMPSTUM)

l\o. NEGARA

TINQKAT PER.rAt /{NAN DINAS

BUPATI/ WAKIL
BUPATI/UNSUR

PIMPINAN
DPRD/SEKRETARIS

DAERAH

ANGGOTADPRD KEPAII\ OPD GOLONGAN
N, III, II, I DAN PTT

AMERIKA

I AMERIKA SERIKAT 527 473 477 343
2. I{ANADA 447 4M 368 307

AMERIKA SELATAN

3. ARGENTINA 395 277 242 241
4. VENEZUELA 464 323 287 2136
5. BRAZIL 4% 34r 291 241
6. CHILE 415 316 270 222
7. COI.oMBIA 385 281 240 22r
lB. PERU 383 277 237 221r,, SURINAME 398 295 252 207
10. EKUADOR 273 242 241

AMERIKATENGAH

r1 MExICO 429 318 282 281
12. KUBA 466 419 282 281
13. PANAMA 414 307 272 271

EROPA BARAT

14. AUSTRIA 504 453 318 3t7
15. BELGIA 466 419 242 2Al
r6. PERANCIS 5t2 464 382 381
t7 REP. FEDERASI JERMAN 443 4ll 282 281
ll8. BEI,{NDA 463 416 272 271
19. swlss 509 456 322 321

EROPA UTARA

2t). DENMARK 472 427 275 241
2t. FINIIINDIA 453 409 354 313
22. NORWEGI,A 517 .165 288 2&
2:t. SWEDIA 4ffi 436 342 341
2,+. KERA'AAN INGGRIS 587 534 432 431

EROPA SEI.ATAN

2$. BOSMA HERZEGOVINA 456 420 334 333
26. KROASI,A 483 444 353 352
2i/, SPANYOL 457 413 287 286
28. YUNANI 422 379 242 241
2lr. I?AUA 520 472 372 371
30. FOTUGAL 425 382 242 241
3t. SERBI.A 401 361 313 277

EROPATIMUR

32,. BULGARIA 46 367 320 284
33. cztrH 426 390 33r 293
34.. HONGARIA 421 381 3r{t9 300
35,. POI.ANDIA 401 361 313 277



NO. NEGARA
BUPAfi/ WAKIL
BUPATI/UNSUR

PIMPINAN
DPRD/SEKRETARIS

DAERAH

NNGKATPE]T---
| 
*oo*^ o"*,

I

R..'AIJINAN DINAS

AFRIKABAMT
40. NEGERIA 361 313 292 291
41. SENEGEL 334 276 2M 207

AFRIK TIMUR
,42. ETT{IOPIA 3t2 257 t92 167.+3. KEIryA 334 276 206 196,+4, MADAGASKAR 296 244 216 215
,+5. TANZANIA 330 272 203 r82
,+6. ZIMBABWE 285 244 2t6 2r5
4?. MOZAMBIQUE 319 263 212 2tl

AFRIKA SEIATAN
48. NAMIBI-A 300 247 185 16l
,19. AFRIKA SELATAN 304 251 202 201

AFRIKA UTARA

sio. AIJAZAIR 342 308 287 286
sil. MESIR 368 273 212 r90
5i2. MAROKO 304 25r 192 19r
5;3. TUNISIA 293 241 187 186
si4. SUDAN 342 242 2ro 184
55. LIBYA 308 2y 189 165

ASIA BARAT

56. AZERBNJAN 498 459 36s 364
s7. BAHRAIN 405 2tj6 222 208
58. IRAK 397 283 220 201
59. YORDANIA 365 2* 197 196
60. KI,IWAIT 406 283 257 254i
61. UBANON 357 267 207 186
62. QATAR 386 276 2t5 196
63. ARAB SURIAH 358 257 200 r96
6+. TURKI 365 270 210 188
65. PERSATUAN ARAB EMIMT 459 323 302 301
66. YAMAN 353 24t 197 196
6'7. SAUDI ARABIA 391 276 215 20r
613. KESULTANAN OMAN 359 254 t97 185

ASIATIMUR

6tr. REPUBUK MIffAT CINA 378 238 207 26
70. HONGKONG 472 320 287 286
7t. JEPANG 519 303 262 26t
712. KOREA SEIATAN 421 326 298 296
7ar. KOREA UTARA 39s 238 207 26

ASIA SELIfTAN

7,1. AT'GANISTAN 385 226 173 172
7l;. BANGIADESH 339 196 167 166
7e;. INDIA 352 263 242 241
77. PAKISTAN 343 203 182 181
7tt. SRII.ANKA 348 201 t67 r66
79. IRAN 35r 260 202 18t

ASIA TENGAH

8Cl. UZBEKISTAN 392 352 287 254
81. I KMAKHTAN 456 420 334 333

KEPAI,A OPD GOLONGAN
IV, III, il, I DAN PTT



NO. NEGARA

TINGKAT PEII'ALANAN DINAS

BUPATI/ WAKIL
BUPAII/UNSUR

PIMPINAN
DPRD/SEKRETARIS

DAERAH

ANGGOTA DPRD KEPAI.A OPD GOLONGAN
ry, M, II, I DAN PTT

ASIATENGGA&T

82. PHIUPINA 4t2 274 222 221
,83. SINGAPURA 424 290 224 221
i94. MAI.AYSIA 38r 253 212 2tt
135. THAII.AND 392 275 2tt 201
136. MYANMAR 368 250 197 196
87. I.AOS 380 262 202 196
{}8. VIETNAM 383 265 2@ 196
89. BRUNEI DARUSSAJIM 374 2fi t97 196
90. KAMBO'rA 296 223 197 196
91. IIMOR LESTE 392 354 229 196

ASI.A PASIFIK

9t2, AUSTMLI.A 439 403 272 271
913. SEIIINDIA BARU 392 246 222 22r
94. KALEDONIA 425 387 276 224
95. PAPUA NUGIM 385 353 237 192
96. FIJI 363 329 22t 179

4. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)
(DALAM uS S)

NO. KOITA

KEL{SI

EKSEKUTIF BISNIS EKONOMI

AMERIKA UTARA

I CHICAGO t2,733 6,89r 3,62
2. HOUS'IICN 12,635 6,4A7 3,59r
3. I,oS ANGELES 11,41I 5,925 3,242
4. NEWYORK l5,l0l 6,179 3,839

OTTAWA t2,266 6,924 4,O8s
6. SAN FRANSISCO 13,438 7,138 2,987
7. TORONTO 1 l, 750 8,564 3,201
8. VANCOUVER rc,9A2 7,458 3,277
9. WASHINGTON 15,r50 8,652 3,930

AMERIIG SELATAN

10. BOGOTA 18,399 9,426 7,713
l1 BRAZILLIA 16,393 I1,518 5,970
12. BUENOS AIRES 13,237 9,134 5,970
13. CARACAS 17,832 10,399 5,130
14. PARAMARIBO 15,018 9,494 7,353
l$. SANTIAGO DE CHILE 2r,874 15,539 8,900
Iti. QUITO 17,325 16,269 12,127

AMERIKA TENGAH

t7. MEXICO CITY 11,822 7,837 3,gffi
l8i. HAVANA 14,702 1t,223 7,335
19. PANAMA CITY 23,291 r4,389 13,570

EROPA BARAT

zot. VIENNA 10,520 4,177 3.357
21. BRUSSE.III r0,7t3 5,994 3,870
22. MARSEIIIES 10,850 5,O74 3,541
23. PARIS to,724 6,O8s 3,331

DFD'



NO. KOTA

KELAS

EKSEKUTIF BISNIS EKONOMI

EROPA UTAR,{

30. COPENHAGEN 9,696 4,920 3,730
31. HELSINSKI 10,023 5,931 3,68r
t32. STOCKHOLM 9,917 5,506 3,433
:r3. LONDON 1o,980 5,446 4,153
:14. oHlo 9,656 4,7?3 4,W9

EROPASEI.ffTAN

35. SARA'EVO 11,778 7,r29 6.033
36. ZAGREB 14,446 6,334 2,794
it7. ATHENS 14,911 9,2!$ 8,041
:I8. LISBON 9,309 4,746 3,383
3r9. MADRID ro,393 4,767 3.63r
40. ROME 8,714 4,774 3.851
47. BEOGRAD 9,92r 6,158 5,350

EROPA TTMUR

42. BRATISLAVA 6,993 4,341 3,771
43. BUCHAREST 8,839 4,982 4,113
44. KIEV 10,860 6,029 5,193
45. MOSCOW 9,537 7,206 s,143
46. PRAOUE 8,4* 6,74A 3,451
47. SOFIA 7,473 6,346 3,612
48. WARSAW to,777 5,052 3,447

AFRIKA BARAT

49. DAKKAR 12,900 9,848 8,5s5
s0. I ABUJA 10,28r 7,U8 6,818



NO. KOTA

KELAS

EKSEKUTIF BISNIS EKONOMI

AFRIKAfiMUR

51. ADIS ABABA 7,700 5,808 s,552
52. NAIROBI 7,96 6,O81 4,732
53. ANTANANARIVE t1,779 9,000 8,282
54. DAR ES SALAAM 4,947 6,599 5,733
55. HARARE 1l ll8 10.600 5,747

AFRIKA SELATAN

56. WINDHOEK 18,241 11,774 7,s10
57. CAPETOWN t4,94t 8,438 7,330
58. JOHANNESBURG 11,255 8,524 6,27s

AFRIKA UTARA

59. AI.GIERS 9,536 6,s93 5,710
60. CAIRO 7,820 6,4t4 4,O37
61. KHARIOUM 5,904 4,507 3,915
62. RABBAT 8,910 7,721 s,665
63. TRIPOLI 6,5s1 4,975 5,706
ti4. TUMSIA 9,4t9 4,958 4,17s

SEKRETARIS

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD

HERRY ARIO NAAP

DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD

UEL
19730508 200tt2

sesuai denganffi'Offi!c-I crnorrrurr nrcoruI Z

b'


